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Abstrak 


Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Long Iram Seberang, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana kampung tahun anggaran 2019 dalam menunjang pembangunan fisik. Penelitian ini berfokus pada tahapan pengelolaan pembangunan fisik yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan triangulasi, dengan penentuan informan menggunakan purposive sampling dan accidental sampling.

Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan menghasilkan lima program kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam musrenbangkam dan terlaksana seluruhnya. Penatausahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kemampuan aparat kampung masih kurang dalam melakukan perhitungan penatausahaan. pada pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan dengan adanya laporan realisasi anggaran dan surat pertanggungjawaban. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik dinilai baik.
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Pendahuluan 


Pembangunan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang harus dilaksanakan, dan mengingat Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi serta memiliki masyarakat dari beragam latar belakang, membuat pemerintah harus dapat mengakomodir kebutuhan dari beragam masyarakat tersebut terutama dalam bidang pembangunan.

Pembahasan mengenai pembangunan tidak hanya merujuk pada satu hal, karena pada dasarnya pembangunan bersifat multiaspek dan multidimensi yang memiliki keterkaitan dengan beragam bidang dan sektor, seperti pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pada penelitian ini penulis berfokus pada pembangunan fisik yang mana merupakan pembangunan yang terlihat secara visual atau dapat dirasakan oleh masyarakat (Kuncoro dalam Sentosa, 2016:7) dan diaktualisasikan dalam bentuk pembangunan fisik. 

Aktualisasi pembangunan fisik bagi setiap wilayah Indonesia bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Hal ini sejalan dengan kajian Muljono (dalam Sukwika, 2018:117) yang menemukan bahwa dampak pembangunan jalan dapat meningkatkan penghasilan dari faktor produksi, tetapi dampak tersebut berbeda antarwilayah barat-timur Indonesia. Hal ini merujuk bahwa wilayah perkotaan memperoleh penghasilan dari faktor produksi lebih banyak dibandingkan wilayah pedesaan. 

Berdasarkan fenomena kesenjangan yang dialami oleh desa maka terbitlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.  Salah satu prioritas belanja desa dari keuangan desa adalah untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah desa. Keuangan desa dalam hal ini adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1, keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dana desa merupakan salah satu sumber bagi keuangan desa, yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengefektifkan program berbasis desa yang merata dan berkeadilan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Pengalokasian dana desa memberikan paradigma yang baru mengenai desa, dimana desa menjadi subjek dari pembangunan bukan lagi objek dari pembangunan. Adapun maksud dari desa sebagai subjek pembangunan yakni desa diberikan kewenangan serta anggaran untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa. Kampung merupakan sebutan bagi desa yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pada 2019 Kampung Long Iram Seberang menerima dana kampung sebesar Rp. 1.045.500.000 (Sekretaris Kampung Long Iram Seberang). 

Dari jumlah pengalokasian dana kampung yang telah diterima tersebut, pembangunan fisik merupakan salah satu bidang yang diakomodir oleh dana kampung dan memperoleh anggaran terbesar dibanding bidang lainnya pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya pembangunan fisik, maka akan tersedia fasilitas dasar bagi pengembangan ekonomi masyarakat kampung.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, Pengelolaan dana Kampung dalam melaksanakan pembangunan fisik kampung banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung melalui program padat karya tunai. Selain itu juga, aktualisasi pembangunan fisik yang dilaksakanakan di kampung selain dari memfasilitasi dan mempermudah aktivitas masyarakat juga mendatangkan pemasukan bagi kampung sebagai pendapatan asli kampung. 

Dari penjelasan mengenai pengalokasian dana kampung di atas, dapat diketahui bahwa dana kampung memiliki peran penting dalam aktualisasi pembangunan fisik di Kampung Long Iram Seberang.  Pada 2019, pengalokasian dana kampung memiliki program pembangunan fisik yang dilaksanakan yakni:

1. Kegiatan pembangunan badan jalan dalam kampung

2. Kegiatan pembangunan titian rel dermaga kampung

3. Pembangunan sistem penerangan jalan umum

4. Pengecatan posyandu

5. Pembangunan sistem perpipaan air bersih dari pipa induk ke rumah.  

Dari berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan tersebut, dapat dilihat bahwa dana kampung berperan besar dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan fisik kampung. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik kampung, Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pengalokasian dana kampung tahun 2019 yang diperoleh kampung Long Iram Seberang.

Kerangka Dasar Teori 

Pengelolaan 

Pengelolaan menurut Herujito (2001: 2) sebuah pekerjaan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja.

Fungsi Pengelolaan

fungsi pengelolaan menurut George R. Terry (dalam Mulyono dkk, 2021: 12) fungsi pengelolaan terdiri dari 4 fungsi yang dikenal dengan sebutan POAC (planning, organizing, actuating, controlling). Berikut penjelasan mengenai fungsi pengelolaan:
a. Fungi perencanaan (planning), perencanaan menurut Kurniadin dan Michali (dalam Mulyono dkk, 2021 :7) adalah sebuah aktifitas yang menyiapkan secara sistematis kegiata-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
b. Fungsi pengorganisasian (organizing) Menurut Williams Chuck (dalam Sarinah dan Mardalena, 2017:42) pengorganisasian adalah menetapkan dimana keputusan akan dibuat, siapa yang melaksanakan kewajiban dan pekerjaan, siapa yang akan bekerja dan untuk siapa pekerjaan itu dilakukan.
c. Fungsi pelaksanaan (actuating), Pelaksanaan menurut Terry (dalam Herujito: 2001: 27) adalah aktivitas menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
d. Fungsi pengawasan dan pengendalian (controlling), Robert J. Mocker (dalam Sarinah dan Mardalena, 2017: 104) pengawasan adalah sebuah upaya terstruktur dalam memutuskan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan standar yang ditetapkan, memastikan dan memperkirakan penyelewengan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan.
Pengelolaan Keuangan Kampung

Pengelolaan keuangan kampung menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 adalah seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.

a. Friedmann (dalam Pramono, 2020: 9-10) perencanaan merupakan usaha dalam mengelola perubahan social, ekonomi, dan fisik suatu wilayah

b. Pelaksanaan menurut Mulyono dkk (2021:9) adalah kegiatan dalam memberikan dorongan kepada semua anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

c. Penatausahaan menurut Djanegara (2017: 112) adalah serangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kirowati, Qimyatussa’adah dan Sugiharto (dalam Sopanah, 2020: 219) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan kampung kepala kampung memiliki tugas untuk menyampaikan laporan, laporan ini disampaikan melalui camat kepada Bupati/Walikota juga kepada BPK, kemudian laporan ini juga bersifat periodik semesteran dan tahunan.
Asas Pengelolaan Keuangan Kampung


Keuangan kampung dikelola berdasarkana asas-asas seperti yang tertera dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yakni: transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pembangunan

Pembangunan menurut ginanjar Kartasasmita (dalam Hardjanto.   2011:21) pembangunan adalah sebuah metode transisi dengan orientasi yang lebih baik dan dijalankan dengan usaha yang terencana.
Pembangunan Kampung


Jamaludin (2015: 23 3) memberikan definisi mengenai pembangunan kampung yakni merupakan sebuah proses perubahan dari tata cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang lebih maju.

Pembangunan Fisik


Pembangunan fisik menurut Anggraini (2018: 4-5) memiliki kegunaan secara langsung dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mutu lingkungan, karena sejak tahap konstruksi telah membuat lapangan kerja bagi masyarakat bersamaan dengan memobiliki sektor riil.

Kampung


Perbup Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2018 pasal 1 (7) menerangkan bahwa Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat

Dana Kampung

Dana Kampung menurut Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019 pasal 1 ayat 8 dana Kampung adalah dana yang bersumber dari APBN dan yang diperuntukkan bagi Kampung dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyrakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian


jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Cresswell dalam Raco (2010: 7) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian ini dilakukan di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Adapun fokus dalam penelitian ini menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya terdapat beberapa poin, yakni:

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yakni: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan narasumber yang didasarkan pada daftar dan insidental di lokasi penelitian
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan 

Dari hasil penelitian pada tahapan perencanaan pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik kampung, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan telah berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dari partisipasi aktif masyarakat dalam tahapan perencanaan, dimana masyarakat memberikan usulan-usulan terkait rencana kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan.
Dalam menampung aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pembangunan fisik, pemerintah kampung bersama dengan lembaga kampung memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan dilaksanakannya musyawarah RT dan musrenbangkam. Hingga hasil yang ditetapkan dalam musrenbangkam disahkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBKam).
Kegiatan pembangunan fisik yang ditetapkan dalam musrenbangkam terdiri dari lima pembangunan, yakni pembangunan badan jalan kampung, pembangunan titian rel dermaga kampung, pembanguan penerangan jalan umum, pengecatan posyandu, pembangunan perpipaan air bersih dari pipa induk ke rumah, dengan total rencana anggaran biaya sebesar Rp 1.014.525.000. 

Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pada proses pelaksanaan pembangunan, lima pembangunan fisik yang ditetapkan dalam musrenbangkam terlaksana seluruhnya. Pelaksanaan pembangunan fisik ini dilakukan secara swakelola dan padat karya, dimana dikelola secara mandiri oleh pemerintah kampung dengan melibatkan partisipasi masyarakat kampung. Hal ini dapat dilihat dari perekrutan masyarakat kampung sebagai pekerja dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Dengan adanya peran serta masyarakat kampung ini turut membantu perkekomian masyarakat melalui program padat karya tunai, dimana masyarakat yang direkrut sebagai pekerja dalam pembangunan juga menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selain itu, dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dari penyediaan dana kampung dimana masyarakat kampung berperan sebagai subjek pembangunan yang ikut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan kampung. 

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan juga menemui hambatan yang berasal dari alam seperti banjir atau hujan dapat membuat pengerjaan pembangunan tertunda karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Meskipun begitu, pembangunan fisik yang ditetapkan dalam musrenbang kampung terlaksana seluruhnya pada tahun anggaran yang berjalan.
Penatausahaan
Berdasarkan hasil penelitian dalam penatausahaan dana kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung tentunya berjalan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dimana jika dilihat dari proses pencairan hingga laporan realisasi dana kampung telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Disamping itu, penggunaan dana kampung dalam setiap pembangunan fisik tidak hanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tetapi juga terdapat pajak yang harus dikeluarkan. 

Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa dalam proses penatausahaan juga menemui hambatan, dimana aparat kampung yang kurang memiliki kemampuan melakukan perhitungan dalam penatausahaan kampung, sehingga dalam melakukan penatausahaan aparat kampung memerlukan bantuan dari tenaga lokal untuk melakukan perhitungan penatatausahaan.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah kampung dalam setiap akhir tahapan dana kampung membuat laporan realisasi dana kampung untuk diinput ke aplikasi siskeudes. Kemudian pada akhir tahun anggaran, pemerintah kampung membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kampung secara keseluruhan, laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat ini diserahkan kepada camat dan pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). 

Selain dari melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada jajaran pemerintah diatasnya, pemerintah kampung juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat kampung. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk spanduk infografis yang berisi informasi mengenai perolehan dana kampung pada tahun anggaran yang berjalan, pembangunan yang akan dilaksanakan beserta alokasi dananya. Spanduk ini dipasang pada tempat umum, sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh masyarakat kampung. Disamping itu, pemerintah kampung juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana kampung dalam membiayai pembangunan fisik, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami hal tersebut.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan Dana Kampung dalam Pembangunan Fisik Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan:

1. Pada tahapan perencanaan pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik sudah sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimulai dari proses musyawarah RT hingga musrenbangkam. Dalam proses perencanaan melibatkan semua sektor elemen masyarakat, yang menghasilkan lima kegiatan pembangunan fisik yaitu pembangunan badan jalan umum, pembangunan titian rel dermaga kampung, pembangunan penerangan jalan umum, pengecatan posyandu, dan pembangunan perpipaan air bersih dari pipa induk ke rumah dengan rencanan anggaran biaya Rp. 1.014.525.000.
2. Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik telah berjalan maksimal, pemerintah kampung melaksanakan secara swakelola dengan memberdayakan SDM yang direkrut sebagai pekerja dalam proyek pembangunan. Hal ini tentunya memaksimalkan peran masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan dan turut membantu perekonomian masyarakat dengan program Padat Karya Tunai (PKT). Kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah kampung juga telah terlaksana seluruhnya pada tahun anggaran 2019.
3. Pada tahapan penatausahaan pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik belum berjalan maksimal, meskipun sesuai dengan ketentuan dari mulai pencarairan dana kampung hingga laporan realisasi dana kampung dalam aplikasi siskeudes. Akan tetapi kemampuan aparat kampung masih kurang dalam melakukan teknik perhitungan dalam penatausahaan.
4. Pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung dalam pembangunan fisik sudah berjalan sesuai ketentuan, dengan adanya laporan realisasi dana kampung pada setiap tahapan dana kampung, dan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran. Selain dari melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada jajaran pemerintah diatasnya, pemerintah kampung juga melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat kampung mengenai penggunaan dana kampung pada tahun anggaran 2019.

Saran


Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kampung Long Iram Seberang perlu mengadakan pelatihan dalam melakukan perhitungan dalam proses penatausahaan kepada aparat kampung terutama bendahara kampung, sehingga dalam proses penatausahaan dapat berjalan dengan lancar.

2. Dalam mendukung terlaksananya pelatihan pada aparat kampung dalam proses penatausahaan, pemerintah kampung perlu menyediakan pelatih yang berkualitas dan memiliki kompetensi dalam penatausahaan dana kampung.
3. Kondisi pengelolaan dana kampung yang sudah berjalan dengan baik, kedepannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku.
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